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MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

-------------- 
RISALAH SIDANG 

PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020 
 
PERIHAL 
 
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi [Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 
13 ayat (7) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 
 
 
PEMOHON 
 
1. Jarizal Hatmi 
2. Amri Swarta 
3. Zainun Manaf, dkk. 
 
ACARA 
 
Mendengarkan Keterangan Saksi dari Pemohon (VIII) 
 
Selasa, 18 Agustus 2020, Pukul 15.13 – 15.18 WIB 
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 
 

SUSUNAN PERSIDANGAN 
 
1) Anwar Usman       (Ketua) 
2) Aswanto        (Anggota) 
3) Arief Hidayat       (Anggota) 
4) Wahiduddin Adams      (Anggota) 
5) Suhartoyo       (Anggota) 
6) Manahan MP Sitompul      (Anggota) 
7) Saldi Isra        (Anggota) 
8) Enny Nurbaningsih      (Anggota)  
9) Daniel Yusmic P. Foekh     (Anggota) 
 
Yunita Rhamadani      Panitera Pengganti 
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Pihak yang Hadir: 
 
A. Pemohon: 

 
Yuldi Herman 

 
B. Kuasa Hukum Pemohon: 
 

1. Heru Widodo 
2. Supriyadi 
3. Aan Sukirman 

 
C. Pemerintah: 

 
1. Wahyu Chandra (Kementerian Dalam Negeri) 
2. Bagus Penara Amru (Kementerian Dalam Negeri) 
3. Purwoko  (Kementerian Hukum dan HAM)   

 
D. Pihak Terkait: 
 

1. Sudirman  (Sekda Provinsi Jambi) 
2. Johansyah  (Kepala Biro Humas Sekda Provinsi Jambi) 
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1. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka 

untuk umum.  
 

 
 

 Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk 
kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa 
yang hadir?  

 
2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO 

 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. 

Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020 hadir salah satu Prinsipal 
Bapak Yuldi hel … Herman di … ada duduk di belakang, Yang Mulia. 
Kemudian, didampingi kami Kuasa huk … Kuasa Hukumnya, Heru 
Widodo, sebelah kanan Supriyadi, di sebelah kiri ada Aan Sukirman, 
kemudian di belakang ada dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten 
Kerinci. Terima kasih, Yang Mulia.  

  
3. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya, baik. Dari DPR berhalangan, ya. Kuasa Presiden, silakan! 
 

4. PEMERINTAH: PURWOKO 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari 

Pemerintah hadir dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Bagus Penara 
Amru. Kemudian, Bapak Wahyu Chandra. Kami dari Kementerian Hukum 
dan HAM, Bapak Purwoko. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
5. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya, baik. Pihak Terkait, silakan! 
 

6. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak 

Terkait, saya Sudirman, PJ Sekda Provinsi Jambi, mewakili bapak 
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gubernur. Di sebelah kanan saya, Johansyah, Kepala Biro Humas Sekda 
Provinsi Jambi. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
7. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya, baik.  
 Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan 

saksi dari Pemohon, gimana?  
 

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO 
 
 Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Kami mohon 

maaf, saksi tidak jadi kami ajukan, namun kami sampaikan dengan alat 
bukti tertulis berupa surat-surat, Yang Mulia. Kami mohon izin untuk bisa 
disampaikan di persidangan ini.  

Mulai dari adanya permintaan penyerahan aset di bulan 
Desember. Kemudian, ada perintah pencabutan permohonan dari 
Mendagri. Kemudian, dari gubernur dan sudah dijawab melalui 
korespondensi oleh Bupati Kerinci, termasuk juga update terakhir 
seketika persidangan lalu dinyatakan akan ada penyerahan aset tanggal 
4 Agustus itu tidak dapat dilaksanakan karena pemerintah kabupaten 
masih menunggu putusan uji materiil ini.  

Kemudian juga, disampaikan alat bukti berupa dokumentasi foto 
tentang Gedung-gedung yang sudah dibangun milik kantor walikota, 
kemudian Bappeda, dan badan keuangan daerah, serta beberapa 
Gedung perkantoran lain. Dan foto tentang Kantor Bupati Kerinci yang 
kondisinya seperti yang kami sampaikan di dalam foto. Berikut juga foto-
foto mengenai aset-aset yang memang dari awal dimanfaatkan oleh Kota 
Sungai Penuh sudah diserahkan oleh Kabupaten Kerinci dalam tiga 
tahap.  

Bukti ini kami sampaikan sebagai kelanjutan bukti yang sudah 
masuk, kami beri tanda P-51 sampai dengan P-61, Yang Mulia. Mohon 
izin untuk disampaikan.  

 
9. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya, baik. Diverifikasi dulu, ya. Ya, silakan diserahkan!  
 Untuk Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?  
 

10. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA 
 
 Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Presiden 

akan mengajukan saksi.  
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11. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Berapa orang?  
 

12. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA 
 
 Satu, Yang Mulia.  
 

13. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Satu orang. Pihak Terkait? Cukup? Baik.  
 Baik, kalau begitu nanti diverifikasi akan diserahkan pada sidang 

berikutnya. Kan masih ada sidang untuk mendengarkan keterangan saksi 
dari Presiden.  

 Baiklah, kalau begitu sidang ini ditunda hari Senin, tanggal 7 
September 2020, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengar 
keterangan saksi dari Kuasa Presiden, sekaligus untuk pengesahan bukti 
tambahan dari Pemohon.  

 Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.  
 
 
 

 
 
Jakarta, 18 Agustus 2020 
Panitera, 

      
 t.t.d. 
                 
               

      
Muhidin 
NIP. 19610818 198302 1 001 
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